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ABSTRACT 

Management of village government financial accountability for village funds is expected 

to be carried out transparently and accountably that it could give positive impacts on 

village financial management of village funds. The aspect of managing village financial 

accountability for village funds can be improved not only by conducting guidance for 

village officials and doing supervision by the inspectorate, but must be supported by other 

factors such as village officials who are competent enough in finance, system application 

that facilitate village financial managers or village apparatus, regulations that change 

rapidly in managing and reporting accountability, etc. 

 

The research subjects were 301 villages, with sample of 75 respondents. The results of the 

study were obtained DPMK guidance in a very good category.Supervision of the 

inspectorate in a very good category. Management of village government financial 

accountability for village funds in a very good category. DPMK guidance does not affect 

the village governments financial accountability for village funds, Supervision of the 

inspectorate influences the financial management of village government for village funds, 

DPMK guidance and Supervision of the Inspectorate influences the management of 

village government financial accountability for village funds. DPMK guidance and 

Supervision of the Inspectorate together can improve village government financial 

management for village funds. 

 

Keywords: DPMK guidance, Inspectorate Supervision and management of village 

government financial accountability for village funds. 

 

PENDAHULUAN 

 

Sejak diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah 

memperluas lingkup konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka 

membangun kesejahteraan rakyat. Desentralisasi dikembangkan hingga lingkup  
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pemerintahan desa karena desa merupakan organisasi komunitas lokal yang memiliki 

batas wilayah, sejumlah penduduk, adat istiadat, dan pranata lokal yang mengatur 

organisasinya sendiri (self governing community). Dengan pertimbangan tersebut, 

Pemerintah memandang perlu untuk memperkuat kemandirian desa sebagai basis 

kemandirian negara, memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, memperbaiki 

pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan partisipasi 

masyarakat lokal dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Penguatan otonomi desa 

ini juga menjadi aspirasi dari pemerintah desa agar desa mendapatkan dana desa yang 

memadai untuk menjalankan perannya sebagai subjek pembangunan. 

Pemberian dana desa yang besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula. 

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah dialokasikan Dana Desa oleh 

Pemerintah Pusat berturut-turut sebesar 20,7 Trilyun untuk 74.093 desa tahun 2015, 

sebesar 46,9 Trilyun untuk 74.754 desa tahun 2016, sebesar 59,76 Trilyun untuk 74.954 

desa tahun 2017 dan Anggaran DD sebesar 60 Trilyun untuk 2018. Salah satu kabupaten 

yang menerima dana desa di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Tengah, 

terdiri dari 28 Kecamatan dan 301 desa. Jumlah Dana Desa yang digulirkan pemerintah 

pada 301 desa sekabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2015 s.d 2018 senilai 

Rp.84.410.047.000 tahun 2015,  Rp189.589.571.000, tahun 2016, Rp.241.434.963.000,00  

tahun 2017 dan Rp155.189.185.800,00 semester I Tahun 2018. Selain Dana Desa 

terdapat pendapatan desa yang lain seperti Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil 

Pajak/Retribusi Daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan desa, karena kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga 

terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance). Jumlah 

dana desa yang dikelola oleh tiap-tiap desa yang besar dan semakin membesar tiap 

tahunnya maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Salah satu titik 

kritisnya adalah dalam proses pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Akuntabilitas 

bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan 

tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan 

secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2009). 

Tujuan pemerintahan memberikan Dana Desa pada prinsipnya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan 

pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan 

pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari 

pembangunan. Agar pemberian dana desa dapat sesuai dengan harapan pemerintah pusat, 

maka diperlukan bimbingan atau pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tata 

kelola keuangan dana desa. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa diperlukan 

mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi. Kepala desa 

dan perangkat desa perlu dibekali ketrampilan dalam mengelola dana desa dan 

menggunakan secara sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian 

teknis. 

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di tingkat pemerintah kabupaten 

merupakan tanggung jawab Bupati. Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan dana desa mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi pemberdayaan masyarakat desa, 

Kecamatan dan Inspektorat Kabupaten. Pengelolaan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah desa pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diketahui 

belum akuntabel, dimana pertanggungjawaban keuangan belum dilengkapi dengan  
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bukti pengeluaran yang sah. Pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaporkan kepada 

Pemerintah Kabupaten tidak disertai bukti yang lengkap dan tidak dilaporkan tepat waktu. 

Berlatar belakang uraian diatas penelitian  ini dibuat dengan judul “Pengaruh Pembinaan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Pengawasan Inspektorat 

Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Atas Dana 

Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah”. 
 

TINJAUAN PUSTAKA  

Teori Sinyal (legitimacy theory) 

Pemerintah mengalokasikan dana desa sebagai bentuk penyelarasan tujuan dengan 

harapan masyarakat desa. Pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

desa sebagai self governing community. Praktik ini sesuai dengan Legitimacy Theory 

bahwa organisasi perlu menyelaraskan nilai sosial yang terkait atau menjadi dampak dari 

kegiatan organisasi dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial yang lebih besar. 

Keselarasan tersebut merupakan upaya organisasi untuk menjadi legitimate dengan lebih 

memperhatikan lingkungan dan lingkup sosial (Dowling dan Pfeffer, 1975). Parsons 

dalam Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa legitimasi adalah penilaian atas 

aktivitas terkait penggunaan nilai bersama atau nilai umum dalam konteks keterlibatan 

aktivitas organisasi pada sistem sosial. 

 

Pembinaan 

Wiranto (1999), pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori 

miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu 

menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.  

 

Pengawasan 
Handayanungrat (1994), Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin 

mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai 

dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya 

pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (planning) yang telah diputuskan, 

pemerintah (order), terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), tujuan dan 

kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.  

 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana 

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 

HIPOTESIS 

1. Pembinaan DPMK Kabupaten Lampung Tengah berpengaruh terhadap Pengelolaan 

pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa atas Dana Desa; 

2. Pengawasan inspektorat Kabupaten Lampung Tengah berpengaruh  terhadap  
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pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa atas Dana Desa; 

3. Pembinaan DPMK dan Pengawasan inspektorat Kabupaten Lampung Tengah 

berpengaruh terhadap pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa 

atas Dana Desa. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini penelitian kuantitatif yang bersifat kausal.  Populasinya adalah Kepala 

Kampung atau perangkat Kampung yang berjumlah 301 Kampung. Sampel penelitian 

menurut Singarimbun dan Effendy (2007:82), adalah sebagian dari populasi yang 

memiliki sifat-sifat utama dari populasi dan dijadikan sebagai perwakilan atau 

representasi dalam penelitian, besarnya sampel dihitung menggunakan rumus Slovin 

didapatkan 75 Kepala Kampung atau Perangkat Desa dari 28 Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel dependen yaitu variabel terikat yang keberadaannya dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen penelitian ini adalah 

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa atas dana desa (Y). 

Variabel Independen yaitu variabel bebas yang keberadaannya dapat mempengaruhi 

perubahan dalam variabel dependen. Variabel independen penelitian ini adalah pembinaan 

DPMK (X1) dan Pengawasan inspektorat (X2) 

 

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

Pembinaan DPMK (X1) 

Pembinaan DPMK merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan 

pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk untuk melakukan kegiatan 

sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih 

tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Variable pembinaan DPMK diukur dengan 

menggunakan indikator sebagai berikut: 

a. fasilitasi dan koordinasi; b.peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa; c. 

monitoring dan evaluasi; d. dukungan teknis administrasi 

 

Pengawasan inspektorat (X2) 

Pengawasan inspektorat adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar 

pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. 

Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan 

pemerintah dan pembangunan, diukur dengan menggunakan indicator:  

a. Audit; b.Reviu; c.Monitoring; d.Evaluasi; e.Pemantauan; f. bimbingan teknis; g. bentuk 

pembinaan dan pengawasan lainnya 

 

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa atas dana desa (Y) 

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. diukur 

dengan indikator: 

a. Transparan; b.Akuntabel; c.Partisipasi; d.Tertib dan disiplin 

 

Pengukuran variable menggunakan kuesioner berskala likert dengan 5 (lima) alternatif 

jawaban: 

a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 ; b.Jawaban Setuju (S) diberi skor 4 ;  
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c.Jawaban Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3; d.Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2; e. 

Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

Teknik Analisis Data 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji Validitas 

Untuk mengetahui tingkat kesahihan atau kevalidan dari suatu instrumen, Pengambilan 

keputusannya bahwa setiap indikator valid dengan nilai Coorrected Item-Total 

Correlation.  

 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Ghozali (2009) adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Reliabilitas merupakan tingkat 

keandalan alat ukur (kuesioner) dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach,  

 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisa yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel lainnya. Pengukuran diperoleh berdasarkan persepsi aparat kampung sebagai 

responden. Deskripsi data variabel didasarkan pada nilai interval. 

 

Analisis kuantitatif 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan mengetahui arah pengaruh variabel 

Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat terhadap variabel Pengelolaan 

pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa. Rumus persamaan regresi 

linier berganda: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana: 

Y = Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa a = 

Konstanta 

B12 = Koefisien regresi X1 = Pembinaan DPMK 

X2 = Pengawasan Inspektorat e = Faktor kesalahan 

 

Koefisien Korelasi 

Korelasi digunakan untuk mengetahui besarnya nilai hubungan  Pembinaan DPMK 

dan Pengawasan Inspektorat dengan Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah desa atas dana desa, yang dihitung dengan menggunakan rumus Korelasi 

Product Moment sebagai berikut : 

 

r  

 

 

Keterangan: 

 

r = Korelasi 

X = Variabel bebas 

 

n  X 
2
  (Y )

2
 n Y 

2
  (n Y )

2
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Y = Variabel terikat (Sugiyono, 2009: 131) 

Untuk  mengetahui  keeratan  hubungan  maka  nilai  korelasi  yang  diperoleh  kemudian iinterpretasikan 

pada Korelasi sebagai berikut: 

Nilai 0,801 sampai dengan 1,000 Korelasi Sangat Erat Nilai 0,601 sampai 

dengan 0,800 Korelasi Erat 

Nilai 0,401 sampai dengan 0,600 Korelasi Cukup Erat Nilai 0,201 sampai 

dengan 0,400 Korelasi Lemah 

Nilai 0,001 sampai dengan 0,200 Korelasi Sangat Lemah 

 

Koefisien Determinasi 

Determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya nilai pengaruh Pembinaan DPMK 

dan Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah desa atas dana desa, yang dihitung dengan rumus: 

KD = r 
2
 x 100% 

Keterangan: 

KD  = Koefisien Determinasi r = nilai Korelasi (Sugiyono, 2009: 136) 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

Untuk menguji hipotesis secara parsial (satu per satu) menggunakan Uji t, dengan terlebih 

dahulu menentukan nilai thitung, menggunakan rumus: 

 

thitung  

 

 

Keterangan: 

thit = Pengujian signifikansi Korelasi product moment 

r
2
 
=
 Korelasi Product moment 

n = Jumlah anggota sampel 

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Kriteria 

pengujiannya adalah: 

a. Jika thitung < ttabel maka tidak ada pengaruh signifikan; b.Jika thitung > ttabel maka 

ada pengaruh signifikan 

 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Untuk menguji hipotesis secara simultan (bersama-sama) menggunakan Uji F, dengan 

terlebih dahulu menentukan nilai Fhitung, menggunakan rumus: 

Fhit =  R 
2
 (n - k - 1) 

k (1 - R 
2
 ) 

 Keterangan: 

 

Fhit = Nilai Uji F 

R   = Korelasi ganda 

k = Jumlah variabel independen n = Jumlah anggota sampel 

 

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Kriteria 

pengujiannya adalah: 

 

1 - r2 
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a. Jika Fhitung < Ftabel maka tidak ada pengaruh signifikan; b.Jika Fhitung > Ftabel maka 

ada pengaruh signifikan 
(Sugiyono, 2009: 141) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Validitas 

Uji validitas pada 30 butir kuesioner yang diajukan (Lihat pada Lampiran 3) dengan nilai 

kritik r (rtabel), yang diuji pada 75 responden, dengan menggunakan taraf kepercayaan 

5%. yaitu 0.1914 (Lihat pada Lampiran 4). Sehingga diperoleh hasil uji validitas terlihat 

semua item pertanyaan yang diujikan untuk variabel penelitian valid. 

 

Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai alpha dengan nilai kritik r (rtabel) 

pada jumlah sampel uji adalah 75 responden. Dengan taraf kepercayaan yang diambil 

adalah sebesar 95%, yaitu 0.1914. Hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Nilai 

Alfa 

r tabel Keterangan 

Pembinaan DPMK 0,856 0,1914 Reliabel 

Pengawasan Inspektorat 0,835 0,1914 Reliabel 

Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah Desa atas Dana 

Desa 

 

0,875 

 

0,1914 

Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018 

Pada table diatas dilihat hasil pengujian reliabilitas dari ketiga variabel yang diujikan 

memiliki nilai uji yang reliabel.  

 

Deskripsi Data 

Deskripsi Data Pembinaan DPMK 

Deskripsi data jawaban responden pada variabel Pembinaan DPMK dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.5 Deskrispi Data Variabel Pembinaan DPMK 

Pembinaan DPMK Interval Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 42 – 50 50 66,67 

Baik 34 – 41 25 33,33 

Cukup Baik 26 – 33 0 0 

Tidak Baik 18 – 25 0 0 

Sangat Tidak Baik 10 – 17 0 0 

Jumlah 75 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018 

Pada table 4.5 di atas diketahui sebagian besar Pembinaan DPMK  masuk dalam kategori 

yang Sangat Baik yaitu 66,67%, dan pada tabel 4.6 kategori jawaban responden pada 

variabel Pembinaan DPMK menurut setiap pertanyaan adalah masuk dalam kategori 

Sangat Baik atau dengan nilai rata-rata persentase 88.08%.  Hasil tersebut berarti 

Pembinaan oleh DPMK berupa fasilitasi, pendampingan, koordinasi, peningkatan dengan  
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pelatihan, aparat desa diberikan pelatihan dan monitoring dan evaluasi telah dilakukan 

dengan baik. 

 

Tabel 4.6 Deskripsi Data Variabel Pembinaan DPMK Berdasarkan Pertanyaan 

No Pembinaan DPMK 
Skor 

Capaian 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

Capaian 
Kategori 

1 

Menurut saya, fasilitasi oleh Dinas PMK bagi 

Pemerintah Desa terkait pengelolaan Dana 

Desa sangat penting. 

351 375 93,6 Sangat Baik 

2 

Menurut saya, Dinas PMK telah melakukan 

fasilitasi dan pendampingan yang cukup 

dalam rangka pengelolaan Dana Desa. 

329 375 87,73 Sangat Baik 

3 

Menurut saya, mudah melakukan koordinasi 

dengan Dinas PMK setiap ada permasalahan 

dalam pengelolaan keuangan desa. 

330 375 88 Sangat Baik 

4 

Menurut saya, kebutuhan pelatihan sangat 

penting diberikan untuk mendukung tugas 

aparat desa. 

346 375 92,27 Sangat Baik 

5 

Menurut saya, Dinas PMK telah memberikan 

kesempatan yang sebesar-besarnya untuk 

aparat desa mengikuti pelatihan. 

338 375 90,13 Sangat Baik 

6 

Menurut saya, sudah ada kesesuaian materi 

pelatihan dengan kebutuhan pengetahuan 

yang ingin saya peroleh dalam menjalankan 

tugas sebagai aparat desa. 

315 375 84 Sangat Baik 

7 

Menurut saya, metode pelatihan yang 

digunakan sudah sesuai dengan tingkat 

pertisipasi tiap peserta. 

312 375 83,2 Sangat Baik 

8 

Menurut saya, Dinas PMK sudah melakukan 

monitoring atas pengelolaan keuangan Dana 

Desa. 

324 375 86,4 Sangat Baik 

9 

Menurut saya, Dinas PMK membuat 

pedoman penyusunan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa. 

327 375 87,2 Sangat Baik 

10 

Menurut saya, Dinas PMK telah membuat 

pedoman penyusunan perencanaan 

pembangunan partisipatif. 

331 375 88,27 Sangat Baik 

  Rata-Rata Nilai: 330 375 88,08 
Sangat 

Baik 

 

Deskripsi Data Pengawasan Inspektorat 

Tabel 4.7 Deskrispi Data Variabel Pengawasan Inspektorat 
Pengawasan Inspektorat Interval Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 42 – 50 48 64,00 

Baik 34 – 41 27 36,00 

Cukup Baik 26 – 33 0 0 

Tidak Baik 18 – 25 0 0 

Sangat Tidak Baik 10 – 17 0 0 

Jumlah 50 100,00 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018 
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Dari table 4.7 di atas diketahui bahwa sebagian besar pengawasan inspektorat masuk 

dalam kategori yang Sangat Baik. 

 

Tabel 4.8 Deskripsi Data Variabel Pengawasan Inspektorat Berdasarkan Pertanyaan 

No Pengawasan Inspektorat 
Nilai 

Capaian 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

Capaian 
Kategori 

1 
Menurut saya, Inspektorat Kabupaten telah 

melaksanakan audit Dana Desa. 
315 375 84 

Sangat 

Baik 

2 

Menurut saya, Inspektorat Kabupaten telah 

melaksanakan audit Dana Desa berdasarkan 

skala prioritas pemeriksaan.  

319 375 85,07 
Sangat 

Baik 

3 
Menurut saya, Inspektorat Kabupaten telah 

melaksanakan reviu Dana Desa. 
312 375 83,2 

Sangat 

Baik 

4 
Menurut saya, Inspektorat Kabupaten telah 

melaksanakan monitoring Dana Desa. 
330 375 88 

Sangat 

Baik 

5 

Menurut saya, monitoring atas Dana Desa 

dilakukan sebagai tindak lanjut pemeriksaan 

inspektorat sebelumnya. 

336 375 89,6 
Sangat 

Baik 

6 
Menurut saya, Inspektorat Kabupaten telah 

melaksanakan evaluasi Dana Desa. 
326 375 86,93 

Sangat 

Baik 

7 

Menurut saya, Inspektorat Kabupaten telah 

melaksanakan pemantauan tindak lanjut 

pemeriksaan Dana Desa. 

323 375 86,13 
Sangat 

Baik 

8 

Menurut saya hasil pemeriksaan Inspektorat 

telah ditindaklanjuti sesuai saran/rekomendasi 

dari inspektorat. 

326 375 86,93 
Sangat 

Baik 

9 

Menurut saya, Inspektorat Kabupaten perlu 

melaksanakan bimbingan teknis terkait 

pengelolaan Dana Desa kepada aparat desa. 

335 375 89,33 
Sangat 

Baik 

10 

Selain yang sudah disebutkan diatas inspektorat 

masih perlu melakukan pembinaan dan 

pengawasan lainnya. 

328 375 87,47 
Sangat 

Baik 

  Rata-Rata Nilai: 325 375 86,67 Baik 

 

Deskripsi Data Variabel Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah 

Desa atas Dana Desa 

Tabel 4.9 Deskrispi Data Variabel Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan 

Pemerintah desa atas dana desa 
Pengelolaan pertanggungjawaban 

Keuangan Pemerintah desa atas dana 

desa 

Interval Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 42 – 50 63 84,00 

Baik 34 – 41 12 16,00 

Cukup Baik 26 – 33 0 0 

Tidak Baik 18 – 25 0 0 

Sangat Tidak Baik 10 – 17 0 0 

Jumlah 50 100,0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018 
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Dari table 4.9 di atas terlihat  sebagian besar aparat kampung memiliki anggapan bahwa 

Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah desa atas dana desa pada 

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah masuk dalam kategori yang Sangat Baik 

yaitu 84%, dan dari table 4.10 di atas maka kategori jawaban responden pada variabel 

Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah desa atas dana desa menurut 

setiap pertanyaan adalah masuk dalam kategori Sangat Baik atau dengan nilai rata-rata 

persentase 87.73%. Hasil tersebut berarti Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan 

Pemerintah desa atas dana desa yaitu Transparan (informasi, keterbukaan), akuntabel 

(dalam tahap pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban), partisipasi 

(musyawarah desa dan swadaya masyarakat), dan tertib dan disiplin (kesesuaian terhadap  

aturan, menggunakan system aplikasi, dan tepat waktu) telah dilakukan dengan baik. 
 

Tabel 4.10 Deskripsi Data Variabel Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan 

Pemerintah desa atas dana desa Berdasarkan Pertanyaan 

No 
Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan 

Pemerintah desa atas dana desa 

Nilai 

Capaian 

Nila 

Maksimal 

Persentase 

Capaian 
  

1 

Laporan keuangan desa dipublikasikan secara 

terbuka melalui media massa atau di banner 

yang mudah di lihat masyarakat 

331 375 88,27 
Sangat 

Baik 

2 
Laporan keuangan yang kami hasilkan telah 

disajikan secara jujur dan wajar 
331 375 88,27 

Sangat 

Baik 

3 

Berita Acara Musrenbangdes, RPJM Desa, 

RKP Desa, APB Desa yang kemudian 

ditetapkan melalui Perdes 

325 375 86,67 
Sangat 

Baik 

4 

Penyusunan anggaran pemerintah desa, 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

penganggaran. 

324 375 86,4 
Sangat 

Baik 

5 

Laporan keuangan desa diperiksa oleh 

Inspektorat dan pemdes melakukan analisis 

laporan keuangan untuk dapat mengetahui 

keberhasilan dari pelaksanaan anggaran 

320 375 85,33 
Sangat 

Baik 

6 

pemerintah desa yang selalu mengundang 

beberapa lembaga masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam Musrenbangdes. 

334 375 89,07 
Sangat 

Baik 

7 

tahap pelaksanaan pembangunan yang didanai 

oleh DD harus melibatkan seluruh masyarakat 

atau lembaga kemasyarakatan, dan 

dilaksanakan secara swakelola 

335 375 89,33 
Sangat 

Baik 

8 

Menurut saya, kebutuhan perencanaan dalam 

pengelolaan DD sangat diperlukan agar 

pengelolaan DD menjadi optimal 

337 375 89,87 
Sangat 

Baik 

9 
Penyusunan laporan keuangan Desa dilakukan 

dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes 
332 375 88,53 

Sangat 

Baik 

10 
Penyusunan dan penyerahan laporan keuangan 

desa dilakukan secara tepat waktu 
321 375 85,6 

Sangat 

Baik 

  Rata-Rata Nilai: 329 375 87.73 
Sang

at Baik 
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Analisis Kuantitatif 

Regresi Linier Berganda                                                                                                                    

 

Tabel 4.11 Regresi Linier Berganda 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018 

 

Y= α+ β1X1 + β2X2 + Et 

 

Y= 25.263+ 0.166X1+0.260X2 + Et 

 

Hasil uji tersebut, dapat jelaskan sebagai berikut: 

 

1. Constanta nilai α 25.263 bermakna bahwa, jika Pembinaan DPMK dan Pengawasan 

Inspektorat dianggap konstan maka Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah desa atas dana desa akan tetap memiliki nilai yang konstan sebesar 

25,263 Point. 

2. Variabel X1 memiliki nilai β10,166 bermakna bahwa, jika Pembinaan DPMK 

ditingkatkan 1 persen dan Pengawasan Inspektorat dianggap konstan maka 

Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa akan 

meningkat sebesar 0,166 Point. 

3. Variabel X2 memiliki nilai β20,260 bermakna bahwa, jika Pengawasan Inspektorat 

ditingkatkan 1 persen dan Pembinaan DPMK dianggap konstan maka Pengelolaan 

Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa akan meningkat 

sebesar 0,260 Point. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulan bahwa nilai koefisien regresi X2 

lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien regresi X1. Hal ini menunjukkan 

kontribusi variabel Pengawasan Inspektorat lebih tinggi atau dominan dibandingkan 

Pembinaan DPMK dalam meningkatkan Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah desa atas dana desa pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. 
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Koefisien Korelasi Secara Parsial 

Tabel 4.12 Koefien Korelasi Secara Parsial 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018 Berdasarkan data di atas maka 

dapat diuraikan: 

a. Koefisien korelasi antara Pembinaan DPMK dengan Pengelolaan 

Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa pada Kabupaten 

Lampung Tengah adalah sebesar 0.306, hubungan antar kedua variabel dalam kategori 

“lemah” karena berada pada interval (0.201-0.400) dan arah korelasi (+) artinya jika 

Pembinaan DPMK ditingkatkan dengan baik maka akan meningkatkan Pengelolaan 

Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa. Sebaliknya jika 

Pembinaan DPMK tidak ditingkatkan dengan baik maka akan menurunkan 

Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa. 

b. Koefisien korelasi antara Pengawasan Inspektorat dengan Pengelolaan 

Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa pada Kabupaten 

Lampung Tengah adalah sebesar 0.351, hubungan antar kedua variabel dalam kategori 

“lemah” karena berada pada interval (0.201-0.400) dan arah korelasi (+) artinya jika 

Pengawasan Inspektorat ditingkatkan maka akan meningkatkan Pengelolaan 

Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa. Sebaliknya jika 

Pengawasan Inspektorat tidak ditingkatkan maka akan menurunkan Pengelolaan 

Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa. 

Koefisien Korelasi Secara Simultan 

Tabel 4.13 Koefien Korelasi Secara Simultan 

Model Summaryb 

 

 

Model 

 

 

R 

 

 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

1 .3

77

a 

.14

2 

.119 3.119 

a. Predictors: (Constant), Pengawasan_Inspektorat, Pembinaan_DPMK 

b. Dependent Variable: Pengelolaan_PertanggungjawabanDanaDesa 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018 
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Koefisien korelasi Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat dengan 

Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa pada 

Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 0.377, hubungan antar kedua variabel dalam 

kategori “lemah” karena berada pada interval (0.201-0.400) dan arah korelasi (+) artinya 

jika Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat ditingkatkan maka akan 

meningkatkan Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana 

desa. Sebaliknya jika Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat tidak ditingkatkan 

maka akan menurunkan tingkat Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah 

desa atas dana desa. 

 

Koefisien Determinasi Secara Parsial 

Tabel 4.14 Koefien Determinasi X1 terhadap Y 

 

Model Summaryb 

 

Model 
 

 

R 

 

 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

1 .306a .094 .081 3.184 

a. Predictors: (Constant), Pembinaan 

b. Dependent Variable: PPDDS 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018 

 

Berdasarkan hasil tersebut maka didapatkan nilai Koefisien Penentu (KP) = r
2
= 0.306 x 

0.306= 0.0936x100%= 9.4%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh 

Pembinaan DPMK terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa 

atas dana desa adalah 9.4%. 

Tabel 4.15 Koefien Determinasi X2 terhadap Y 

 

Model Summaryb 

 

Model 
 

 

R 

 

 

R Square 

 

Adjusted R 

Square 

 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .351a .123 .111 3.132 

a. Predictors: (Constant), Pengawasan 

b. Dependent Variable: PPDDS 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2019 

 

Berdasarkan hasil tersebut didapatkan nilai Koefisien Penentu (KP) = r
2
= 0.351 x 

0.351= 0.123 x 100%= 12.3%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh 

Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah 

desa atas dana desa adalah 12.3%. 
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Koefisien Determinasi Secara Simultan 

 

Tabel 4.16 Koefien Determinasi Secara Simultan 

Model Summaryb 

 

 

Model 

 

 

R 

 

 

R Square 

 

Adjusted R 

Square 

 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .377a .142 .119 3.119 

a. Predictors: (Constant), Pengawasan_Inspektorat, Pembinaan_DPMK 

b. Dependent Variable: Pengelolaan_PertanggungjawabanDanaDesa 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018 

 

Hasil tersebut menunjukkan nilai koefisien determinasi secara simultan dengan nilai 

Koefisien Penentu (KP) = r 
2
 =0.377x 0.377= 0.142x100%= 14.2%. Jadi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa besarnya pengaruh Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat 

terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa 

adalah 14.2% dan sisanya sebesar 85.8% dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang tidak  

diteliti, seperti kompetensi perangkat desa, tingkat perpindahan/mutasi pada pengelola 

keuangan desa/perangkat desa, peraturan-peraturan yang cepat berubah dalam pengelolaan 

dan pelaporan pertanggungjawaban, dan sebagainya. 

Uji Hipotesis Secara Parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Tabel 4.17 Uji Hipotesis Secara Parsial 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018 

 

Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat dijabarkan hasil uji hipotesis secara parsial 

adalah sebagai berikut: 

Uji Hipotesis X1  terhadap Y: 
Berdasarkan Uji t atau t tes didapatkan nilai thitung sebesar 1.274 dengan taraf signifikan 

0.207, karena probability lebih besar dari 0.05 maka Pembinaan DPMK tidak berpengaruh 

terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa atas Dana Desa.   

Uji Hipotesis X2 terhadap Y: 

Berdasarkan Uji t atau t tes didapatkan nilai thitung sebesar 2.020 dengan taraf signifikan 

0.047, karena probability lebih kecil dari 0.05 maka Pengawasan Inspektorat berpengaruh 

terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa atas Dana Desa.  
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Uji Hipotesis Secara Simultan (Anova) 

Uji Anova (uji F) ini digunakan untuk menguji variabel independen secara    keseluruhan 

berpengaruh terhadap variabel terikat.  

Tabel 4.18 Uji Hipotesis X1  dan X2 terhadap Y 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 116.360 2 58.180 5.98

2 

.004

b 
 Residual 700.307 72 9.726 

 Total 816.667 74  

a. Dependent Variable: Pengelolaan_PertanggungjawabanDanaDesa 

b. Predictors: (Constant), Pengawasan_Inspektorat, Pembinaan_DPMK 

 

Berdasarkan Uji Anova atau F tes didapat F hitung sebesar 5.982 dengan taraf 

signifikan sebesar 0.004, karena probability jauh lebih kecil dari 0.05 maka Pembinaan 

DPMK dan Pengawasan Inspektorat berpengaruh terhadap Pengelolaan 

Pertanggungjawaban Keuangan Desa atas Dana Desa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan DPMK tidak berpengaruh tehadap 

Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan desa atas Dana Desa sedangkan Pengawasan 

Inspektorat berpengaruh terhadap Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan desa atas 

Dana Desa. Jika pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat dilakukan secara 

bersama-sama maka akan berpengaruh terhadap Pengelolaan pertanggungjawaban 

Keuangan desa atas Dana Desa. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

Pembinaan DPMK pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam kategori Sangat 

Baik (88,08%) artinya fasilitasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintah desa telah dilaksanakan dalam meningkatkan kemampuan aparat kampung, 

monitoring dan evaluasi dan dukungan teknis administrasi dalam memberikan pedoman 

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel telah memberikan dampak yang 

positif dalam pengelolaan keuangan desa atas dana desa. 

Pengawasan inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam kategori 

sangat baik (86,67%) artinya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam bentuk 

audit, reviu, monitoring, evaluasi dan pemantauan telah dilaksanakan dengan baik. 

Pengelolaan keuangan pemerintah desa atas dana desa pada pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah dalam kategori sangat baik (87,73%) artinya pengelolaan 

pertanggungjawaban telah transparan (informasi, keterbukaan), akuntabel (pada 

pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian), partisipasi (telah melalui musyawarah desa 

dan partisipasi masyarakat desa), tertib dan disiplin anggaran (kesesuaian terhadap 

aturan, menggunakan sistem aplikasi keuangan dan tepat waktu). Pembinaan DPMK tidak 

berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa atas dana desa pemerintah 

Kebupaten Lampung tengah. Pengawasan Inspektorat berpengaruh terhadap pengelolaan  
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keuangan pemerintah desa atas dana desa pemerintah Kebupaten Lampung Tengah.  

Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat yang dilaksanakan dengan baik secara 

bersama-sama dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah desa atas dana desa. 

 

Saran 

DPMK Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan untuk meningkatan pembinaan baik 

dalam hal fasilitasi, pendampingan, dan memberikan pelatihan dalam membuat 

pertanggungjawaban keuangan yang baik. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lampung 

Tengah agar meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan pertanggungjawaban 

keuangan desa baik untuk aparat Pembina juga untuk pelaksana pengelola keuangan desa. 

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan untuk meningkatkan pengawasan 

dengan melakukan pemeriksaan yang lebih fokus dan dapat dilaksanakan untuk seluruh 

desa dan dilakukan secara terus-menerus. Selain itu perlu dilakukan pemantauan atas hasil 

pemeriksaan sebelumnya, apakah rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan 

rekomendasi yang diberikan. 

Pemerintahan Desa, diharapkan dalam pengelolaan keuangan desa lebih meningkatkan 

pengelolaan pertanggungjawaban keuangan dengan menggunakan asas pengelolaan 

keuangan desa yaitu keuangan desa dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipatif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 
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